


Sebagai lembaga pemerintah di bidang informasi geospasial, BIG
memiliki landasan hukum yang kuat berupa Undang-Undang Nomor 4
Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial dan Peraturan Presiden Nomor 27
Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional, dan telah
melaksanakan serangkaian program yang mengacu pada visi Nawacita
Pemerintah. Selanjutnya telah terbit juga Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun
2016 yang mengatur tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta
pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000, yang mengamanatkan semua
pemangku kepentingan, diantaranya 19 (sembilan belas) K/L dan 34 (tiga
puluh empat) Provinsi, untuk dapat melaksanakan kompilasi, integrasi, dan
sinkronisasi Informasi Geospasial tematik yang dimiliki. Amanat tersebut
diwujudkan BIG dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam
bentuk kerjasama dan pembentukan Sekretariat Tim Percepatan Kebijakan
Satu Peta.

Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (PKSP) bertujuan untuk menerapkan
prinsip satu standar, satu referensi, satu basis data dan satu geoportal dalam
pengelolaan Informasi Geospasial, yang dapat dijadikan acuan dalam
perbaikan data spasial, referensi perencanaan tata ruang, pengelolaan
sumber daya alam yang berkelanjutan dan perumusan kebijakan dan
pengambilan kebijakan yang lebih baik. Saat ini PKSP telah memasuki tahun
ke 3 (tiga) dan berhasil melaksanakan kompilasi dan integrasi 85 (delapan
puluh lima) Informasi Geospasial Tematik.

Penggunaan teknologi Sistem Informasi Geografis (SIG) sangat
bermanfaat terutama dalam menyimpan, mengolah, mengamankan dan
mempublikasikan Informasi Geospasial. Hal ini perlu ditunjang dengan
sistem manajemen basis data spasial yang kompatibel, perangkat keras
maupun lunak yang interoperable dan pengembangan aplikasi yang user
friendly. Penerapapan teknologi SIG ini diwujudkan dengan membangun
aplikasi Geoportal KSP vyang terintegrasi dengan Jaringan Informasi
Geospasial Nasional (JIGN) di alamat https://onemap.big.go.id.
Tujuannya adalah untuk mempermudah user/ pemangku kepentingan dalam

mengakses, berbagi pakai data, mendapatkan data pemerintah yang telah
sesuai standar dan terjamin keamanannya.

PEDOMAN GEOPORTAL KEBIJAKAN SATU PETA



https://portalksp.ina-sdi.or.id/

Dengan adanya Geoportal KSP ini diharapkan dapat tercipta IG
Tematik yang telah memiliki satu referensi dan satu standar sehingga
tercapai tujuan Kebijakan Satu Peta. Sehingga IG yang dihasilkan dapat
dijadikan dasar masukan dalam setiap perencanaan yang dilakukan oleh
pemerintah pusat maupun daerah. Semoga dengan hadirnya Geoportal KSP
ini, pembangunan di Indonesia menjadi lebih efisien, efektif, dan
berkesinambungan.

Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial

Badan Informasi Geospasial
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1.1 Pengenalan

Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta
dimandatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun
2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu
Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000. Hasil
kegiatan Kebijakan Satu Peta (KSP) dipublikasikan ke
dalam Geoportal KSP.

Geoportal KSP merupakan wadah berbagi data
dan informasi geospasial melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional
(JIGN) yang memuat 85 (delapan puluh lima) peta tematik hasil kegiatan
Percepatan Pelaksanaan KSP. JIGN dapat diakses melalui
http://tanahair.indonesia.go.id/, selanjutnya Geoportal KSP merupakan
bagian dari Ina-Geoportal, Geoportal KSP dapat diakses pada alamat
http://portalksp.ina-sdi.or.id. Kegiatan berbagi data telah diatur dalam
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Kewenangan Akses untuk Berbagi Data dan Informasi Geospasial melalui
Jaringan Informasi Geospasial Nasional.

1.2 Fitur-fitur
Geoportal KSP terdiri dari 2 (dua) bagian halaman, yaitu:
1. Halaman depan, merupakan halaman utama
yang memuat informasi umum tentang KSP,
halaman verifikasi file KSP, dan halaman login. ﬂ
2. Halaman belakang, merupakan halaman inti
yang memuat informasi tampilan peta -
(mapviewer), unduh data, analisis dan koneksi
simpul jaringan.

1.3 Pengguna Geoportal KSP
Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia
Nomor 20 Tahun 2018 tentang Kewenangan Akses untuk

Berbagi Data dan Informasi Geospasial melalui Jaringan

| I Informasi Geospasial Nasional dalam Kegiatan Percepatan
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Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta, diatur bahwa berbagi data diperuntukan
untuk pemegang akses yang terdiri atas:
a. Presiden dan Wakil Presiden
b. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
c. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional
Kepala Badan Informasi Geospasial
Menteri atau Pimpinan Lembaga
Gubernur
Bupati/Wali Kota

@ ~oa

1.4 Daftar Peta Tematik dalam Geoportal

ID Nama Peta Tematik K/L

1 Peta Penetapan Kawasan Hutan (hasil Tata Batas), KLHK
minimal pada skala 1:50.000

2 Peta Izin Pemanfaatan Kawasan Hutan - [IUPHHK HA, KLHK
minimal pada skala 1:50.000

2 Peta Izin Pemanfaatan Kawasan Hutan - [IUPHHK RE, KLHK
minimal pada skala 1:50.000

2 Peta Izin Pemanfaatan Kawasan Hutan - [IUPHHK HT, KLHK
minimal pada skala 1:50.000

3 Peta Hutan Tanaman Rakyat (HTR), minimal pada skala KLHK
1:50.000

4 Peta Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus, minimal KLHK
pada skala 1:50.000

5 Peta Wilayah Izin Usaha Pertambangan 1:50.000 ESDM

6 Peta Wilayah Kerja Migas skala 1:50.000 (Wilayah Kerja ESDM
Migas Konvensional)

6 Peta Wilayah Kerja Migas skala 1:50.000 (Wilayah Kerja ESDM
Migas Non Konvensional)

7 Peta Hak Guna Usaha, minimal pada skala 1:50.000 ATR/BPN

8 Peta Hak Pengelolaan, minimal pada skala 1:50.000 ATR/BPN

9 Peta Hak Guna Bangunan, minimal pada skala 1:50.000 ATR/BPN

10 Peta Hutan Adat skala 1:50.000 KLHK

10 Peta Hak Komunal skala 1:50.000 ATR/BPN

11 Peta Izin Lokasi, minimal pada skala 1:50.000 ATR/BPN

12 Peta penetapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), minimal Kemenko
pada skala 1:50.000 Perekonomian

13 Peta Kawasan Industri Eksisting, skala 1:50.000 Kemenperin

14 Peta Rencana Kawasan Industri, skala 1:50.000 Kemenperin

15 Peta Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas ATR/BPN
(KPBPB), minimal pada skala 1:50.000




ID Nama Peta Tematik K/L

16 Peta Persebaran Lokasi Transmigrasi skala 1:50.000 KPDT

17 Peta Persebaran Kawasan Transmigrasi skala 1:50.000 KPDT

18 Peta PP RTRWN skala 1:1.000.000 (Kawasan Lindung) ATR/BPN

18 Peta PP RTRWN skala 1:1.000.000 (Kawasan Andalan) ATR/BPN

18 Peta PP RTRWN skala 1:1.000.000 (KSN) ATR/BPN

19 Peta Perda RTRW Provinsi skala 1:250.000 ATR/BPN

20 Peta Perda RTRW Kabupaten skala 1:50.000 dan Perda ATR/BPN
RTRW Kota skala 1:25.000

21 Peta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional PPN/BAPPENAS
skala 1:250.000

22 Peta RKP skala 1:250.000 PPN/BAPPENAS

23 Peta Penutup Lahan skala 1:50.000 BIG

24 Peta Perpres RTR KSN skala 1:50:000 ATR/BPN

25 Peta Kawasan Wilayah Pertahanan skala 1:1000.000 Kemenhan

26 Peta Rinci Wilayah Pertahanan skala 1:50.000 Kemenhan

27 Peta RZWP3K Provinsi skala 1:250.000 KKP

28 Peta Bagian RZWP3K 50K KKP

29 Peta Rencana Tata Ruang Laut Nasional skala 1:1.000.000 KKP

30 Peta Lokasi Pelabuhan Perikanan skala 1:50.000 KKP

31 Peta Sebaran Pelabuhan Umum skala 1:50.000 Kemenhub

32 Peta Sebaran Pelabuhan Penyebrangan skala 1:50.000 Kemenhub

33 Peta Sebaran Terminal Khusus skala 1:50.000 Kemenhub

34 Peta Sebaran Bandara skala 1:50.000 Kemenhub

35 Peta Sebaran Jaringan Rel dan Stasiun KA skala 1:50.000 Kemenhub

36 Peta Jaringan Listrik skala 1:50.000 ESDM

37 Peta Sebaran Lokasi Gardu Induk skala 1:50.000 ESDM

38 Peta Lokasi Pembangkit Listrik skala 1:50.000 ESDM

39 Peta Sebaran Pembangkit Listrik skala 1:50.000 ESDM

40 Peta Jaringan Pipa Migas skala 1:50.000 ESDM

41 Peta Jaringan Serat Optik skala 1:50.000 Kominfo

42 Peta Jalan Nasional, Jalan Tol, Jalan Provinsi, dan Jalan PUPR
Kabupaten skala 1:50.000

43 Peta Sebaran Lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) PUPR
skala 1:50.000

a4 Peta Sebaran Lokasi Instalasi Pengolahan Air Limbah PUPR
(IPAL) dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) skala
1:50.000

45 Peta Sebaran Lokasi SPAM skala 1:50.000 PUPR

46 Peta Sebaran Lokasi Bendungan skala 1:50.000 (Eksisting) PUPR

46 Peta Sebaran Lokasi Bendungan skala 1:50.000 (Rencana) PUPR

47 Peta Daerah Irigasi Permukaan skala 1:50.000 PUPR

48 Peta Sebaran Lokasi Sabo DAM skala 1:50.000 PUPR




ID Nama Peta Tematik K/L

49 Peta Sebaran Lokasi Pengaman Pantai skala 1:50.000 PUPR

50 Peta Sebaran Lokasi Rusunawa PUPR

51 Peta Air Tanah skala 1:50.000 PUPR

52 Peta Ketersediaan Air skala 1:250.000 PUPR

53 Peta Penggunaan Tanah skala 1:50.000 ATR/BPN

54 Peta Lahan Gambut skala 1:50.000 Kementan

55 Peta Neraca SD Hutan skala 1:250.000 KLHK

56 Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) skala 1:50.000 KLHK

57 Peta Geologi Skala 1:100.000 ESDM

58 Peta Kawasan Rawan Bencana Gunung Api skala 1:50.000 ESDM

59 Peta Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi skala ESDM
1:50.000

60 Peta Kawasan Rawan Bencana Zona Kerentanan Gerakan ESDM
Tanah skala 1:50.000

61 Peta Kawasan Rawan Bencana Tsunami skala 1:50.000 ESDM

62 Peta Hidrogeologi skala 1:100.000 ESDM

63 Peta Tanah Semi-Detil skala 1:50.000 Kementan

64 Peta Curah Hujan dan Hari Hujan skala 1:50.000 BMKG

65 Peta Potensi Energi Matahari dan Angin skala 1:250.000 BMKG

66 Peta Lahan Sawah skala 1:50.000 BPN/Kementan

67 Peta Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik KKP
Indonesia (WPPNRI) 1-12 skala 1:250.000

68 Peta Jenis dan Kekayaan Perikanan tangkap di WPPNRI KKP
skala 1:250.000

69 Peta Kawasan Bentang Alam Karst skala 1:50.000 ESDM

70 Peta Sumberdaya Mineral skala 1:50.000 (Logam) ESDM

70 Peta Sumberdaya Mineral skala 1:50.000 (Non Logam) ESDM

71 Peta Sumberdaya Batubara skala 1:50.000 ESDM

72 Peta Sumberdaya Panasbumi skala 1: 50.000 ESDM

73 Peta Sistem Lahan (Morfologi) skala 1:50.000 BIG

74 Peta Morfometri Bentang Lahan skala 1: 50.000 BIG

75 Peta Batas Administrasi Provinsi skala 1:50.000 Kemendagri

76 Peta Batas Administrasi Kabupaten/Kota skala 1:50.000 Kemendagri

77 Peta Batas Administrasi Desa/Kelurahan skala 1:10.000 Kemendagri

78 Peta Batas Darat Negara skala 1:25.000 Kemenlu

79 Peta Batas Laut Negara skala 1:1.000.000 Kemenlu

80 Peta Potensi Desa BPS

81 Peta Kawasan Cagar Budaya skala 1:50.000 Kemendikbud

82 Peta Sebaran Lokasi Cagar Budaya skala 1:50.000 Kemendikbud

83 Peta Penunjukkan Kawasan Hutan skala 1:250.000 KLHK

84 Peta Zonasi Kawasan Konservasi skala 1:50.000 KLHK

85 Peta Zonasi Kawasan Konservasi Perairan skala 1:50.000 KKP




1.5 Pengamanan Data

Pengamanan data merupakan faktor yang penting dalam hal
ketersediaan sistem, kerahasiaan dan keakuratan data yang ada di dalam
sistem. Geoportal KSP telah menggunakan protokol hypertext transfer
protocol secure (https) sebagai komunikasi jaringan komputer yang aman dan
banyak digunakan di dunia internet. Dari sisi ketersediaan sistem, Geoportal
KSP telah dilengkapi server backup yang berada di Data Recovery Center
(DRC).

Geoportal KSP juga telah mempertimbangkan
keamanan data yang ada. Sesuai dengan Peraturan
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 N
Tahun 2018 pengguna dari K/L/P memiliki hak akses
yang berbeda untuk masing-masing data. Oleh karena
itu telah dibuat mekanisme tertentu terkait keamanan
data dan service yang ada pada Geoportal KSP.

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun
2018, kewenangan akses berbagi data dan informasi geospasial terbagi
menjadi 3 (tiga), yaitu mengunduh, melihat, dan/atau tertutup. Selain
mengatur hak akses, Geoportal KSP juga memberikan jaminan keaslian data
terhadap setiap data yang diunduh. Setiap data yang diunduh akan
disertakan sebuah sertifikat yang dapat digunakan untuk memverifikasi data,
sehingga keaslian dan perubahan data akan diketahui oleh sistem.

Pengamanan data juga dilakukan pada service yang telah
dipublikasikan agar tidak dapat dilihat oleh orang yang tidak berwenang
dengan memberikan sandi tertentu.
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2.1 User Role Dan User Akses
Setiap pemegang akses mempunyai hak akses yang berbeda-beda,
sesuai pasal 4 dan 5 Keputusan Presiden Rl Nomor 20 Tahun 2018. Klasifikasi
kewenangan akses data terbagi menjadi 3, yaitu:
1. Mengunduh : yaitu pemegang akses memiliki kewenangan mengunduh
dan melihat Data dan Informasi Geospasial secara langsung.

2.  Melihat . yaitu pemegang akses memiliki kewenangan melihat
Data dan Informasi Geospasial secara langsung.
3. Tertutup . yaitu pemegang akses tidak memiliki kewenangan

mengunduh dan melihat Data dan Informasi Geospasial.

Ketujuh Pemegang Akses memilki kewenangan akses yang tertuang
dalam pasal 4 dan 5 Keputusan Presiden RI Nomor 20 Tahun 2018, yaitu:

1. Presiden dan Wakil Presiden sebagai pemegang kekuasaan
pemerintahan tertinggi memiliki kewenangan akses untuk mengunduh
dan melihat data.

2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri PPN/Bappenas dan
Kepala BIG yang merupakan anggota tim percepatan kebijakan satu
peta memiliki kewenangan akses untuk mengunduh dan melihat sama
halnya seperti Presiden dan Wakil Presiden.

3. Menteri atau pimpinan lembaga memiliki kewenangan akses untuk
mengunduh, melihat, dan/atau tertutup. Menteri atau pimpinan
lembaga dapat memberikan mandat akses kepada pejabat sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

4. Kepala Daerah terdiri atas gubernur dan bupati/wali kota sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah memiliki kewenangan akses
mengunduh, melihat, dan/atau tertutup. Kepala Daerah dapat
memberikan mandat akses kepada pejabat sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
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2.2 Username dan Password

A. Username
Username adalah nama pengguna vyang disediakan untuk
pemegang akses Geoportal KSP. Username yang diberikan sesuai
dengan kewenangan akses sebagaimana diatur dalam Peraturan
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Username yang telah
diberikan tidak dapat diganti.

B. Password
Password adalah kata kunci yang digunakan
untuk proses otentikasi pada saat login.
Password yang diberikan diawal, sebaiknya
segera diganti demi terjaganya keamanan dan
kerahasiaan data. Penggantian password dapat
dilakukan di menu Ganti Password.
Password terdiri dari minimal 6 karakter.
Kombinasi password sebaiknya merupakan perpaduan huruf kapital,
huruf kecil, angka dan simbol.

Contoh :
o Weak password : password
o Medium password : passwordl
o Strong password : P@sswOrdl

Selain mengganti password, pemegang akses diwajibkan untuk
mengganti email. Penggantian email dapat dilakukan di menu
Ganti Email.

2.3 Menu Peta

Menu peta adalah salah satu menu pada Geoportal KSP yang
memungkinkan pengguna untuk menampilkan data hasil Percepatan
Kebijakan Satu Peta yang sudah di integrasikan oleh Sekretariat Percepatan
Kebijakan Satu Peta. Terdapat 85 Peta Tematik dengan ketelitian skala
1:50.000 yang di integrasikan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9
tahun 2016.

Sejumlah 85 (delapan puluh lima) peta tematik tersebut pada
Halaman Peta dikelompokkan menjadi 7 (tujuh) tema, yaitu batas wilayah,
kehutanan, perencanaan ruang, sarana prasarana, perizinan dan pertanahan,
sumber daya alam dan lingkungan, kawasan khusus dan transmigrasi.
Ketujuh tema tersebut tersebar di 34 Provinsi yang menjadi kewenangan 19
(sembilan belas) Kementerian/Lembaga yang terlibat sebagai Walidata IGT.

Pada Menu Peta terdapat beberapa fungsi yang bisa dimanfaatkan
oleh pengguna Geoportal diantaranya sebagai berikut:
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2.

3.

PENCARIAN LOKASI
Pengguna dapat memanfaatkan fungsi ini untuk mencari lokasi/area

pada peta.
DATA
a. Kebijakan Satu Peta
Fungsi Ini untuk menampilkan 7 tema besar yang sudah

dikelompokkan yaitu batas wilayah, kehutanan, perencanaan ruang,

sarana dan prasarana, perizinan dan pertanahan, sumber daya alam

dan lingkungan, kawasan khusus dan transmigrasi.
b.  SimpulJaringan

Fungsi ini memungkinkan pengguna untuk menampilkan data dari

Simpul Jaringan yang sudah terkoneksi dalam Jaringan Informasi

Geospasial Nasional dan ditumpangtindihkan dengan data hasil

Percepatan Kebijakan Satu Peta.

TOOLS

a.  Ukur
Fungsi untuk melakukan pengukuran area/garis pada peta yang
ditampilkan secara online.

b. Analisis

Fungsi untuk melakukan analisa terhadap data hasil Percepatan

Kebijakan Satu Peta secara online dimana saat ini terdapat dua

fungsi analisis sebagai berikut:

Intersect: Menggabungkan/meng-overlay 2 (dua) feature/data.
Penggabungan dua feature ini akan menghasilkan sebuah
feature baru, di mana feature yang dihasilkan memuat polygon
dari kedua feature yang saling bertindih dan semua atribut dari
kedua polygon yang bertindih akan ikut di dalam polygon hasil.

Buffer: Analisa untuk mendapatkan area sejauh jarak yang
sudah ditentukan di sekeliling fitur.

PENGGUNA

Fungsi untuk menampilkan profil pengguna yang sedang login.
TENTANG

Informasi terkait dengan Geoportal KSP.

GANTI PETA DASAR

Fungsi untuk mengganti Peta Dasar.

HOME

Fungsi untuk mengembalikan Layar peta ke posisi semula.
IDENTIFY

Fungsi untuk menampilkan atribut pada data spasial yang di pilih pada
peta.
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10.

11.

12.

13.

14.

METADATA

Fungsi untuk menampilkan metadata dari data spasial.

DOWNLOAD

Fungsi untuk mengunduh semua data di layer yang dipilih.

DOWNLOAD PER WILAYAH

Fungsi untuk mengunduh data di layer yang dipilih untuk wilayah

tertentu.
ATRIBUT TABEL

Fungsi untuk menampilkan semua tabel atribut data spasial.

QUERY

Fungsi untuk mencari data spasial dengan atribut tertentu.

ZOOM TO

Fungsi untuk mengarahkan tampilan peta langsung ke datanya.

Cara Mengakses Menu PETA
Mengakses aplikasi Geoportal Kebijakan Satu Peta pada

1.

2.

https://portalksp.ina-sdi.or.id

GEOPORTAL
({ KEBIJAKAN
SATU PETA

SATUPETA

SATUNUSANTARA

URL:

trter Urernome
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Halaman Peta tampil

Mengganti peta dasar dengan cara tekan tombol : yang ada di
kanan bawah, kemudian pilih salah satu peta dasar, misal Imagery

Menampilkan Data KSP dengan memilih salah satu tombol pada menu kiri

N saras witavan e

=
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6. Mengaktifkan Layer dengan klik daftar Layer yang ada di panel dan
aktifkan Peta Tematik yang akan ditampilkan

't

KEE RS

=

7. Menampilkah Legenda dapat menggunakan menu pada masing-

masing layer yang ada di panel dengan cara klik lalu pilih Legenda

sonooomaf)

o ey s

8. Untuk menampilkan atribut dari data dapat dengan klik

area yang diinginkan.

sooooemaf)




9. Untuk menampilkan metadata dari data spasialnya klik

o= — .} ;e
= syer KSP (KEWUTANAN) - Penunjulan Kanassn Hutan .~ - S ey aene N ianado

| PO =] ';‘"""‘:\: ,,,,,,,
" '|/> P =
. . e

10. Untuk menampilkan seluruh tabel atribut klik  Atribut Tabel

(]
11. Untuk melakukan Query pada atribut tertentu klik @ @uevr dan
masukan parameter atribut yang ingin dicari

| \
] ] AN
4 § wta e it tegon B oo k5P XA - ot Kavton o i M N\
A | © oo A mum“ws“wwn‘ 3 e 3 S

Ly B SIS (Luss Momrut 5K i I \ I

ovasan tganp  DOWNI0ad oAbt W30%4 o
L
e . 1‘\ t
B yinonn 5
> [ T e g U e s e et
~ X u pfah g
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2.4 Analisis

dan

Analisis spasial merupakan sekumpulan metode untuk menemukan
menggambarkan tingkatan/pola dari sebuah fenomena spasial,

sehingga dapat dimengerti dengan lebih baik (Sadahiro, 2006). Analisis
spasial terdiri dari berbagai jenis analisis untuk penanganan data spasial.
Analisis spasial yang tersedia dalam Geoportal ini adalah adalah analisis (A)
Intersect dan (B) Buffer.

A.

INTERSECT

Pada analisis spasial sering dijumpai istilah tumpang susun data
spasial atau overlay. Overlay adalah proses tumpang susun beberapa
peta tematik dalam rangkaian kegiatan pengambilan kesimpulan
secara spasial. Tujuan analisis ini merupakan proses penyatuan suatu
data spasial dari lapisan layer yang berbeda.

Ada beberapa jenis metode yang sering digunakan dalam overlay
antara lain metode intersect. Metode intersect merupakan tool yang
digunakan untuk membuat fitur dengan memotong sebuah fitur
dengan fitur lain pada bagian yang bersinggungan. Penggunaan
metode intersect ini dapat digunakan untuk mengetahui wilayah yang
mengalami tumpang tindih pemanfaatan lahan di Indonesia. Adapun
penggunaan fitur analasis intersect dapat dilakukan dengan langkah-
langkah sebagai berikut:

1. Pilih layer peta yang akan dianalisis
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2. Pada bagian tools mapviewer Geoportal pilih fitur Analisis

3. Setelah memilih fitur analisis, maka akan muncul kotak dialog
Analisis.
Pada kolom analisis, pilih jenis analisis yang akan digunakan.
Kemudian, isi peta yang akan di-intersect pada kolom Layer | dan

Layer .

} P Layer 1kSP

i
v
i
1
'
; KSP (KEHUTANAN) -Penetapan Kawasan Hutan
i
i

Piih Layer 2 KSP

Nama Layer Hasdl intersect

rtersect Result

4. Setelah proses analisis intersect selesai, maka akan dihasilkan
tampilan sebagai berikut:

i:d KEHUTANAN
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Contoh Penggunaan:
Identifikasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang Terindikasi

Layer yang digunakan:
Kawasan Penetapan Hutan
Izin Usaha Pertambangan

Berdasarkan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan,
pemanfaatan kawasan hutan dapat dilakukan pada semua kawasan
hutan kecuali pada hutan cagar alam serta zona inti dan zona rimba
pada taman nasional. Namun, berdasarkan hasil analisis intersect,
ditemukan tumpang tindih antara Izin Usaha Pertambangan Batubara
dan Kawasan Hutan.

Tumpang tindih yang dihasilkan dari analisis intersect ditandai
dengan poligon berwarna merah. Selain menunjukan lokasi tumpang
tindih, fitur analisis ini juga dapat menunjukan luas area yang
mengalami tumpang tindih.

BUFFER

Metode buffer merupakan bentuk lain dari teknik analisis yang
mengidentifikasi hubungan antara suatu titik dengan area di sekitarnya.
Penggunaan fitur analisis buffer dapat dilakukan dengan langkah-
langkah sebagai berikut:




Pilih layer peta yang akan dianalisis

SARAMA PRASARANA 3
I
* Lategors i o~

e

Setelah memilih fitur analisis, maka akan muncul kotak dialog
Analisis

Pada kolom analisis, pilih jenis analisis yang akan digunakan.
Kemudian, isi peta yang akan dianalisis buffer pada kolom Layer |
dan jarak yang diinginkan pada kolom Nilai Buffer.

Pilih Layer KSP

KSP (SARANA PRASARANA) -Peta Sebaran Lokasi Tem

Butfer Distance: 10 kilometers

Buffer Rosult KSP (SARANA PRASARANA) -Peta Sebaran

Setelah proses analisis buffer selesai, maka akan muncul tampilan
sebagai berikut:
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Contoh Penggunaan:
Penentuan Wilayah Penyangga Tempat Pembuangan Akhir (TPA)

®

+

Banjarmasin ®
+@®
‘®
Layer yang digunakan: Peta Sebaran TPA

Penerapan analisis buffer ini dapat digunakan salah satunya untuk
penentuan jarak subzona penyangga berdasarkan Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum Nomor 19/PRT/M/2012 Tentang Pedoman Penataan
Ruang Kawasan Sekitar Tempat Pemrosesan Akhir Sampah. Penentuan
jarak subzona penyangga ditentukan dengan pertimbangan jarak yang

telah aman dari pengaruh dampak TPA sampah yang berupa:

Bahaya meresapnya lindi ke dalam mata air dan badan air
lainnya yang dipakai penduduk untuk kehidupan sehari-hari;
Bahaya ledakan gas metan; dan
Bahaya penyebaran penyakit melalui binatang vektor,
misalnya lalat.

Penentuan jarak aman dari pengaruh dampak TPA sampah tersebut
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, subzona penyangga
ditetapkan dengan radius 500 meter dari TPA sampah.

Analisis buffer yang dihasilkan ditandai dengan poligon yang berwarna
merah yang menunjukan area subzona penyangga.

| I e}

PEDOMAN GEOPORTAL KEBIJAKAN SATU PETA



2.5 Jaringan Informasi Geospasial Nasional untuk Mendukung
Kebijakan Satu Peta

Agar dapat bermanfaat untuk pembangunan, data KSP ini harus dapat
diberbagi-pakaikan oleh seluruh K/L dan daerah, masyarakat, publik secara
umum melalui JIGN. Berbagi-pakai data merupakan muara dari KSP ini,
dimana saat ini sudah dikembangkan Geoportal KSP yang dibuat untuk
menampung data KSP.

JIGN adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan IG secara
bersama, tertib, terukur, terintegrasi, dan berkesinambungan serta
berdayaguna (Perpres nomor 27 tahun 2014). Fungsi utama dari JIGN adalah
menyediakan mekanisme pengkoordinasian dan penatakelolaan data
geospasial pada level nasional dan daerah. Tujuan praktis dari inisiatif ini
adalah dicapainya efektivitas dan eisiensi pengumpulan, akses dan
pemanfaatan data geospasial untuk mendukung tata kelola informasi
geospasial baik secara vertikal maupun horisontal. Institusi yang
bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pengumpulan, pemeliharaan,
pemutakhiran, pertukaran, dan penyebarluasan DG dan IG tertentu disebut
Simpul Jaringan.

Jaringan Informasi Geospasial Nasional
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Cara Mengakses Simpul Jaringan dalam Geoportal KSP
1. Pilih menu Simpul Jaringan
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Jaringan Informasi Geospasial
Nasional

Kategori Simpul
Pilih Kategori Simpul v
Daftar Simpul Jaringan

Pilih Simpul Jaringan v

Akses Simpul Jaringan

&
¥

3.  Pilih jenis Simpul Jaringan (Pemerintah Daerah/Kementerian/Lembaga)
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4. Pilih daftar Simpul Jaringan

Jaringan Informasi Geospasial

Nasional

Kategori Simpul

+f
Kementerian/Lembaga
ad
&
Daftar Simpul Jaringan
| -’fﬁ Badan Informasi Geospasial
B [ Akses Simpul Jaringan

12

5. Pilih Layer yang akan ditampilkan
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6. Untuk menambah layer baru, ulangi langkah ke-2

2.6 Validasi
Menu Check Data
Menu Check Data digunakan untuk validasi data yang berasal dari
Geoportal KSP yang telah diunduh oleh pengguna. Menu ini berfungsi
untuk memastikan bahwa data yang dimiliki oleh pengguna berasal dari
Geoportal KSP dan belum mengalami perubahan.
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Cara Menggunakan Menu Check Data

1. Masuk ke dalam menu Check Data yang berada di kanan atas
halaman utama Geoportal KSP

2. Pada halaman Check Data, unggah data shapefile dan sertifikat
berupa sertifikat.png ke dalam menu.

Upload Shape File

Choose File | Peta_Hak Guna_Usaha.shp

Upload Sertifikat

Choose File | sertifikat.png

3. Tekan tombol Verifikasi File

4. Apabila data asli dan belum mengalami perubahan, maka muncul
pesan: “Terverifikasi File Terjamin dan Asli” disertai dengan
informasi mengenai status unduh data tersebut. Apabila tidak,

maka akan muncul pesan: “Gagal Digital Signature tidak
ditemukan”.

Artinya data tersebut tidak valid.
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2.7 Unduh Data

Format data hasil unduh: Shapefile (ekstensi file .shp)

Perangkat lunak pengolah data Shapefile: ArcGIS, Quantum GIS, dll

Mekanisme unduh data berdasarkan kewenangan akses pengguna
diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor tahun 2018.
Klasifikasi kewenangan akses pengguna terkait unduh data sesuai
Peraturan tersebut disajikan dalam gambar berikut:

T T T T

Enenas Pemanghos Knpestingan 1< | 197

cayer

=E

Keterangan gambar:

1.

Presiden, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri
PPN/Kepala BAPPENAS, Kepala BIG data mengakses data (melihat dan

mengunduh) semua data KSP meliputi semua area dan semua atribut

data.

Menteri/Pimpinan Lembaga adalah pimpinan Kementerian/Lembaga

selain Menko Perekonomian, Menteri PPN/Kepala BAPPENAS dan
Kepala BIG. Dari contoh gambar diatas, hasil unduh “Peta Hak Guna

Usaha Bangunan skala 1:50.000 oleh Menteri/Pimpinan Lembaga adalah
data Shapefile dengan atribut PERSILID dan NIB.

Tanda bintang ‘*’ pada kewenangan mengunduh oleh Kepala Daerah

artinya Gubernur/Bupati/Walikota dapat mengunduh “Peta Hak Guna
Usaha Bangunan skala 1:50.000 dengan atribut PERSILID dan NIB yang

berada di wilayah administrasi-nya. Batas Administrasi yang digunakan

yaitu Peta Batas Administrasi Provinsi dan Peta Batas Administrasi
Kabupaten/Kota yang disajikan dalam Geoportal KSP.
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Cara Unduh Data:
1. Pada Fitur Jendela DAFTAR LAYER,

PERIZINAN DAN PERTANAHAN

Daftar layer dalam kategori ini:

klik icon = (bagian A) di Layer &*
Peta vyang diinginkan.  Klik
"Download" pada kotak menu per
layer (bagian B).

Peta Wilayah Izin Usaha
Pertambangan

@ Peta Hak Guna Usaha

4
‘A
&
. Peta Hak Pengelc  Download
<

" -+ l ' .0

Lahan A
Atribut Tabel

Peta Hak Guna B¢ Query

Peta Tanah MHA Hak
Komunal

Peta Izin Lokasi
Peta Izin Pengelolaan

¥ Hutan Perhutanan Sosial
(IPHPS)

2. Pilih download peta lalu tunggu status

down Ioad mencapal Seratus persen : Layer KSP (PERIZINAN DAN PERTANAHAN) - Peta Hak Guna

Usaha
Download Peta Download Metadata
Link Metadata metadata
i i v P
Status Download > >

Layer KSP (PERIZINAN DAN
PERTANAHAN) - Peta Hak Guna
Usaha

{

| sedang memproses permintaan
download..

[ A
s




3. Jika berhasil. File download akan terunduh di komputer

Opening Peta_Hak_Guna_Usaha.sip x
You have chosen to open:
| Peta Hak Guna Ussha.zip
which i Compressed (zipped) Folder
from: hitps://portalisp.ina-sdi.orid
What should Firefox do with this file?
st _ Windows bploer (delauh) ¥
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4. Hasil unduh data:
a. Gubernur (contoh pengguna: Gubernur Aceh)
Tampilan peta: Atribut data:
 Peta_Hak_Guna_Usaha = Feature: total
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b. Bupati/Walikota (contoh pengguna: Bupati Aceh Barat Daya)
Tampilan peta: Atribut data:
/ Peta_Hak_Guna_Usaha :: Features total: 3,

v

Js\‘-/" -
) - /2B BD
< g
3 persilid nib
S n 10.. | 00002
7 5| BSEEB3AT 61 | 00004
° /I ™
S < 3| D64BBASFICEC... |00128
A0 (j“
£ ’)
- \ "]
V ','\-?,‘r N =
5 <




1. Apa itu Geoportal Kebijakan Satu Peta (KSP)?

Geoportal KSP merupakan wadah berbagi data dan informasi

geospasial melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN) yang

memuat 85 (delapan puluh lima) peta tematik hasil kegiatan

Percepatan Pelaksanaan KSP

2. Apa saja yang ada di dalam Geoportal KSP?

Halaman depan, merupakan halaman utama yang memuat
informasi umum tentang KSP, halaman verifikasi file KSP, dan
halaman login

Halaman belakang, merupakan halaman inti yang memuat
informasi tampilan peta (mapviewer), unduh data, analisis dan
koneksi simpul jaringan

3. Siapa saja yang bisa menggunakan/mengakses Geoportal KSP?

Presiden dan Wakil Presiden

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional

=

Kepala Badan Informasi Geospasial

[z

Menteri atau pimpinan lembaga

=

Gubernur
Bupati/Wali Kota

4. Jenis peramban (browser) apa saja yang bisa digunakan untuk
mengakses Geoportal KSP?
Semua browser ter-update bisa digunakan untuk mengakses Geoportal
KSP

5. Bagaimana cara mendapatkan username dan password?
Username dan password dibuat oleh Sekretariat Tim Percepatan KSP
sesuai dengan kewenangan akses yang telah ditetapkan dalam
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018
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10.

11.

12.

13.

Bagaimana cara mengubah password?

Gunakan menu Ganti Password

Apa yang harus saya lakukan jika lupa username dan password?
Gunakan menu Lupa Password

Apa itu metadata?

Informasi terstruktur yang mendeskripsikan kondisi peta tematik
seperti tahun peta, penanggungjawab peta, cakupan wilayah, dan
sebagainya

Adakah biaya tertentu untuk mengakses Geoportal Kebijakan Satu Peta?
Tidak ada biaya untuk mengakses Geoportal KSP selain menggunakan
koneksi internet

Apakah pengguna bisa mengunduh peta tematik untuk wilayah-wilayah
tertentu saja?

Bisa, terdapat fitur untuk mengunduh data wilayah-wilayah tertentu
Apakah pengguna bisa mengubah simbologi pada peta tematik?

Tidak bisa, simbologi peta telah mengacu pada Kamus Data atau
Peraturan Menteri yang ditetapkan oleh masing-masing
Kementerian/Lembaga (K/L) terkait.

Bagaimana  cara  mengganti  peta  dasar i'm:;. .
.. = ‘
. . | &
dengan meng-klik (dapat dilihat pada gambar 1 >
berikut) "

Bagaimana jika saya memiliki pertanyaan lebih lanjut?

(basemap)?

Untuk mengganti basemap, telah tersedia fitur

Jika ada pertanyaan lebih lanjut dapat mengirimkan email kepada

satupeta01@gmail.com dan ppig@big.go.id







